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Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5494).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi UU. (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898).

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pj Gubernur, Pj
Bupati, dan Pj Wali Kota (Berita Negara RI Nomor 310 Tahun 2023).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran
Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
6037).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan
Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

E. Lain-lain
Muhdi Gailea, Dicke, 2020, Telaah Kritis Mengenai Tugas dan Kewenangan
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Sekretaris Daerah Selaku Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Skripsi, Program Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Bintang Prasojo, Staf Bidang Riset, Inovasi Pemerintah,
dan Pengendalian Badan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota
Yogyakarta pada 19 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan Subarjilan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Balaikota
Kota Yogyakarta pada 8 Desember 2023.

Laporan Capaian Pembangunan Kota Yogyakarta 2021.

Laporan Capaian Pembangunan Kota Yogyakarta 2022.

Laporan Capaian Pembangunan Kota Yogyakarta 2023.
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